BAB YV
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1

5.1.2

BUMN merupakan salah satu lembaga yang diciptakan negara
yang dimana memiliki perseroan terbatas yang dibentuk untuk
mencari keuntungan. Perseroan terbatas ialah badan hukum yang
dibuat atas dasar perikatan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007. Peraturan mengenai keuangan BUMN
yang merupakan keuangan negara berakibat pada penyelesaian
jika terjadi tindak pidana korupsi. Aktivitas yang dilakukan oleh
perseroan terbatas bersifat privat dalam kata lain di bidang
perdata, sementara itu negara dalam melakukan segala sesuatu
selalu bersifat publik. Namun keuangan BUMN yang disamakan
dengan keuangan negara menimbulkan permasalahan dalam
penyelesaian pertanggung-jawaban kasus tindak pidana korupsi.
Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam UU 31/1999 jo.
UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang  pada  pasal 18  mengatur  bahwa  uang
pengganti/pengembalian kerugian keuangan dilakukan kepada
negara. Oleh sebab itu, hak persero/BUMN sebagai pihak yang
dirugikan juga belum terpenuhi dan tidak dipulihkan
kerugiannya.

Terhadap BUMN yang telah menjual sahamnya secara terbuka
di pasar modal, dimana setelah melakukan tahapan Initial Public
Offering. Perseroan memiliki pemegang saham selain negara.
Pada saat pasal 18 (1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digunakan untuk
penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara pada

korupsi yang terjadi di BUMN. Pemegang saham selain negara
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5.2 SARAN
5.2.1

5.2.2

tersebut tidak mendapatkan solusi atau jalan keluar bagi
kerugian yang dialami sebagai pihak yang dirugikan. Hingga
saat ini belum adanya aturan yang menentukan tentang
pengembalian kerugian keuangan tersebut dapat dilakukan dan
dikembalikan kepada perseroan yang bersangkutan untuk
memulihkan keuangan perseroan dan demi memulihkan

kerugian yang dialami oleh pemegang saham selain negara.

Perlu adanya perhatian lebih mendalam dari pemerintah untuk
mengatur hal-hal dalam terjadinya kasus korupsi di bidang
swasta. Untuk memenuhi atau memulihkan kerugian yang
dialami oleh BUMN, dengan peraturan yang digunakan
sekarang maka kita dapat melihat kepada kasus First Travel
seperti yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, negara
Indonesia memerlukan peraturan tetap yang mengatur bahwa
negara dapat memasukkan kembali pengembalian kerugian
keuangan negara kepada BUMN yang bersangkutan tanpa
memandang bahwa penyetoran uang tersebut bukanlah modal
tambah.

Melihat kerugian yang dapat dialami oleh pemegang saham
selain negara maka perlu adanya perhatian dari pemerintah yang
lebih mengenai korupsi-korupsi yang dapat terjadi di sektor non-
publik atau sektor swasta. Korupsi tidak selalu berdampak
merugikan negara, sebagai contoh kasus First Travel yang telah
penulis sebut di atas, bahwa pihak yang dirugikan akibat
perbuatan korupsi bukanlah negara melainkan Jemaah (non-
publik). Oleh sebab pengaturan tindakan korupsi yang diatur
dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tidaklah relevan dengan kasus-kasus
korupsi di sektor swasta, maka negara Indonesia memerlukan
pengaturan korupsi di sektor swasta sebagaimana yang telah ada

pada UNCAC. Selanjutnya, perlu adanya kajian dan

91



pembentukan peraturan yang baru tentang keuangan BUMN.
Bahwa keuangan BUMN bukanlah bagian dari keuangan
Negara. Dengan berlakunya kedua aturan tersebut maka
pengembalian kerugian keuangan bukanlah dikembalikan
kepada negara namun dikembalikan kepada pihak yang
dirugikan. Dengan ini kerugian-kerugian yang dialami oleh

pemegang saham selain negara dalam BUMN dapat dipulihkan.
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